
		

BAB III
METODE PENELITIAN
1. Sifat Penelitian.
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.[footnoteRef:2]Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.[footnoteRef:3] [2: Kontjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 2017, h. 42.]  [3:  Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h.310] 

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif  danpenelitian hukum empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang[footnoteRef:4]. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer.[footnoteRef:5] [4:  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers,Jakarta,  2015, h. 70]  [5: Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta, 2018, h. 10.] 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (statute approach)[footnoteRef:6] dan pendekatan kasus (case approach) dalam melakukan analisa terhadap kasus (case study) pada Pengadilan. Pendekatan Kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. [6:  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta,  2015, h. 1.] 


1. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan.Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.[footnoteRef:7]Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder.Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.[footnoteRef:8] [7: Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, h. 39.]  [8:  Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.] 

Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:
1. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa :
1. UUD 1945 Hasil Amandemen dan ProsesAmandemen UUD 1945 secara lengkap.
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
1. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (text book), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya. Di dalam penelitian ini, buku-buku hukum yang dipergunakan diantaranya buku tentang anak.
1. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.[footnoteRef:9] [9:  Nomensen Sinamo,  Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek,  Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.] 

1. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.
Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
1. Analisis Data
Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.[footnoteRef:10] Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[footnoteRef:11] [10:  Lexy J Moleong, Op.Cit, h.103]  [11:  Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.105] 
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